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ABSTRAK

di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren penelitian mengenai transformasi 
kebijakan pendidikan meningkat secara signifikan setelah tahun 2019 dan berkembang dari 
fokus pada digitalisasi pembelajaran menuju transformasi sistem pendidikan yang lebih 
luas. Sintesis literatur mengidentifikasi enam dimensi utama, yaitu kepemimpinan digital, 
tata kelola digital, manajemen perubahan dan budaya organisasi, adopsi teknologi dan 
kesiapan sumber daya manusia, keadilan pendidikan, serta partisipasi pemangku 
kepentingan. Penelitian ini juga menghasilkan kerangka konseptual yang 
mengintegrasikan keenam dimensi ke dalam tiga level, yaitu makro, meso, dan mikro. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan pendidikan merupakan 
proses multidimensional yang melibatkan interaksi antara teknologi, manusia, organisasi, 
dan kebijakan dalam ekosistem pendidikan digital yang terintegrasi. Penelitian ini 
memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan 
digital serta menjadi landasan bagi penelitian empiris pada masa mendatang.

KATA KUNCI: budaya organisasi, kepemimpinan digital, pendidikan digital, systematic 
literature review, transformasi kebijakan pendidikan

Transformasi Kebijakan Pendidikan di Era Digital: Sintesis Dimensi Utama 
Kepemimpinan Digital dan Budaya Organisasi melalui Systematic Literature Review

Transformasi kebijakan pendidikan di era digital telah menjadi isu strategis yang semakin 
mendapat perhatian karena perkembangan teknologi telah mengubah cara sistem 
pendidikan dirancang, dikelola, diimplementasikan, dan dievaluasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk memetakan tren penelitian, mengidentifikasi dimensi-dimensi utama 
transformasi kebijakan pendidikan dengan penekanan pada kepemimpinan digital dan 
budaya organisasi, serta mensintesis hubungan antardimensi melalui pendekatan 
Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic 
Literature Review (SLR) dengan mengikuti pedoman PRISMA 2020. Data diperoleh 
melalui penelusuran artikel pada basis data Scopus menggunakan kata kunci yang relevan 
dengan transformasi kebijakan pendidikan di era digital. Dari 64 artikel yang 
teridentifikasi, sebanyak 33 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan 
analisis tren publikasi serta thematic analysis untuk mengidentifikasi perkembangan 
penelitian, dimensi utama, dan hubungan antardimensi transformasi kebijakan pendidikan 
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ABSTRACT

The digital transformation of education policy has become an increasingly important 
strategic issue as technological advancements have fundamentally reshaped the ways 
education systems are designed, governed, implemented, and evaluated. This study aims to 
map research trends, identify the major dimensions of education policy transformation 
with particular emphasis on digital leadership and organizational culture, and synthesize 
the interrelationships among these dimensions through a Systematic Literature Review 
(SLR). The study employed the PRISMA 2020 guidelines to conduct a systematic review of 
articles retrieved from the Scopus database using keywords related to digital 
transformation in education policy. Of the 64 records initially identified, 33 articles met 
the inclusion criteria and were analyzed using publication trend analysis and thematic 
analysis to examine research developments, major dimensions, and the interrelationships 
among the dimensions of education policy transformation in the digital era. The findings 
indicate that research on education policy transformation has increased significantly since 
2019, shifting from a primary focus on the digitalization of teaching and learning toward 
broader systemic transformation of education. The literature synthesis identified six major 
dimensions: digital leadership, digital governance, change management and 
organizational culture, technology adoption and human resource readiness, educational 
equity, and stakeholder participation. The study also developed a conceptual framework 
integrating these dimensions into three interconnected levels: macro, meso, and micro. The 
findings demonstrate that education policy transformation is a multidimensional process 
involving the interaction of technology, people, organizations, and policy within an 
integrated digital education ecosystem. This study contributes conceptually to the 
advancement of research on digital education policy and provides a foundation for future 
empirical investigations.

KEYWORDS: education policy transformation, digital leadership, organizational culture, 
digital education, systematic literature review
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PENDAHULUAN

Transformasi kebijakan pendidikan di 

era digital menjadi salah satu isu strategis 

dalam literatur pendidikan karena 

perkembangan teknologi digital telah 

mengubah cara sistem pendidikan 

dirancang, dikelola, diimplementasikan, 

dan dievaluasi. Digitalisasi pendidikan 

tidak lagi dipahami sekadar sebagai 

pemanfaatan teknologi dalam 

pembelajaran, tetapi telah berkembang 

menjadi proses transformasi yang 

memengaruhi tata kelola pendidikan, 

kepemimpinan, budaya organisasi, 

partisipasi pemangku kepentingan, dan 

mekanisme pengambilan keputusan 

berbasis data. Keberhasilan transformasi 

menuju Education 4.0 memerlukan 

kepemimpinan digital yang mampu 

mengintegrasikan praktik kepemimpinan, 

pembelajaran digital, respons terhadap 

tantangan teknologi, dan kesiapan 

organisasi pendidikan (Dasruth & Naicker, 

2026). Perilaku inovatif pimpinan sekolah 

menjadi faktor penting dalam mendorong 

transformasi digital di sekolah vokasi 

(Harder & Schumann, 2025b). Technology 

leadership juga berperan dalam 
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mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di 

lingkungan pendidikan (Ghavifekr & 

Wong, 2022). Kepemimpinan digital 

merupakan tema yang paling konsisten 

dalam keberhasilan transformasi 

pendidikan (Krein, 2023). Digitalisasi juga 

menuntut peran aktif pemimpin sekolah 

dalam mengelola perubahan organisasi 

(Håkansson Lindqvist & Pettersson, 2019). 

Selain itu, perkembangan teknologi 

informasi telah mendorong lahirnya tata 

kelola pendidikan berbasis data melalui 

analitik prediktif, visualisasi data, dan 

instrumen kebijakan real-time 

(Williamson, 2016).

Transformasi pendidikan digital tidak 

hanya berorientasi pada pencapaian 

indikator kuantitatif, tetapi juga pada 

peningkatan kualitas pendidikan secara 

lebih holistik (Yang & Fan, 2019). Temuan-

temuan tersebut menunjukkan bahwa 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital merupakan perubahan sistemik yang 

melibatkan interaksi antara teknologi, 

manusia, organisasi, dan kebijakan publik, 

sehingga kajian mengenai isu ini semakin 

penting untuk memahami arah, proses, dan 

praktik kebijakan pendidikan kontemporer. 

Kepemimpinan digital, transformasi 

pendidikan juga memerlukan kesiapan 

organisasi agar perubahan dapat 

berlangsung secara berkelanjutan. 

Penguatan budaya organisasi, komunikasi, 

kolaborasi, tata kelola sekolah, serta 

kompetensi sumber daya manusia menjadi 

faktor penting dalam mendukung 

transformasi digital (Purnomo et al., 2024). 

Komunikasi dan kolaborasi organisasi 

memperkuat implementasi transformasi 

digital (Franco et al., 2022). Tata kelola 

sekolah berperan dalam menjaga 

keberlanjutan transformasi digital (Tømte 

& Smedsrud, 2023). Kompetensi sumber 

daya manusia dan kepemimpinan sekolah 

turut menentukan keberhasilan transformasi 

digital pendidikan (Rauseo et al., 2023). 

Persepsi kemanfaatan dan kemudahan 

penggunaan teknologi memengaruhi adopsi 

teknologi digital dalam pendidikan 

(Almaiah et al., 2022). Penerimaan 

teknologi oleh pendidik menjadi faktor 

penting dalam implementasi teknologi 

digital (Scherer et al., 2019). Literasi digital 

dan kesiapan pengguna turut menentukan 

keberhasilan transformasi digital (Shahi & 

Chaudhary, 2025). Dukungan institusi 

memperkuat adopsi teknologi dalam 

pendidikan (Alshammari et al., 2025). 

Keberhasilan adopsi teknologi juga 

dipengaruhi oleh kesiapan pendidik dalam 

memanfaatkan teknologi digital (Li et al., 

2026). Selain itu, kesenjangan digital masih 

menjadi tantangan dalam adopsi teknologi 

di pendidikan tinggi (Barra et al., 2024).

Meskipun demikian, hasil kajian 

terhadap penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa masih terdapat sejumlah 

keterbatasan dalam literatur mengenai 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital. Sebagian besar penelitian masih 

berfokus pada aspek tertentu, seperti 

kepemimpinan digital, adopsi teknologi, 

budaya organisasi, atau implementasi 

digitalisasi pada level sekolah dan 

perguruan tinggi. Kajian mengenai tata 

kelola digital telah mengarahkan perhatian 

pada perubahan kebijakan pendidikan 

melalui pemanfaatan data digital dan 

teknologi informasi (Williamson, 2016). 

Reformasi kebijakan pendidikan digital 
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juga telah dikaji dalam berbagai konteks 

sistem pendidikan (Piromalli, 2023). Kajian 

tersebut kemudian diperluas melalui 

dinamika tata kelola pendidikan digital 

(Tierens et al., 2024). Namun, penelitian-

penelitian tersebut umumnya masih 

membahas setiap dimensi secara terpisah 

sehingga belum menghasilkan sintesis yang 

mampu menjelaskan hubungan 

antardimensi transformasi kebijakan 

pendidikan secara komprehensif. Selain itu, 

belum banyak penelitian yang memberikan 

penekanan pada kepemimpinan digital dan 

budaya organisasi sebagai dimensi strategis 

yang menjembatani hubungan antara 

kebijakan dan implementasi transformasi 

pendidikan di era digital. Kondisi tersebut 

menyebabkan belum tersedianya kerangka 

konseptual yang mampu menjelaskan 

keterkaitan antardimensi transformasi 

kebijakan pendidikan secara utuh, sehingga 

pengembangan teori maupun perumusan 

kebijakan pendidikan digital masih 

cenderung dilakukan secara parsial dan 

belum memberikan landasan yang 

komprehensif bagi pengambilan keputusan. 

Sebagian besar penelitian juga dilakukan 

pada level mikro dan meso sehingga kajian 

yang secara khusus memetakan 

transformasi kebijakan pendidikan pada 

level sistem pendidikan masih relatif 

terbatas. Penelitian juga belum banyak 

mengintegrasikan kepemimpinan digital, 

tata kelola digital, adopsi teknologi, 

manajemen perubahan, partisipasi 

pemangku kepentingan, dan keadilan 

pendidikan ke dalam satu kerangka 

konseptual yang utuh. Isu keadilan, 

inklusivitas, partisipasi publik, dan 

pemerataan akses merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari transformasi 

pendidikan digital (Childs et al., 2023). 

Digital equity menjadi prasyarat penting 

dalam implementasi teknologi pendidikan 

(Kormos & Julio, 2020). Kepemimpinan 

pendidikan berperan dalam mendorong 

pendidikan inklusif berbasis teknologi 

(Uygur et al., 2020). Kepemimpinan digital 

juga berkontribusi terhadap peningkatan 

akses pendidikan bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus (Baglama et al., 

2022). Partisipasi masyarakat dan 

pengambilan keputusan yang inklusif turut 

memperkuat terwujudnya keadilan 

pendidikan (Wilson et al., 2023). Partisipasi 

masyarakat dan pengambilan keputusan 

yang inklusif turut memperkuat 

terwujudnya keadilan pendidikan (Sideri et 

al., 2019). Oleh karena itu, penelitian ini 

berupaya mengisi kesenjangan tersebut 

melalui pendekatan Systematic Literature 

Review (SLR) dengan memetakan tren 

penelitian, mensintesis hubungan 

antardimensi, serta menyusun kerangka 

konseptual yang mengintegrasikan enam 

dimensi utama transformasi kebijakan 

pendidikan pada level makro, meso, dan 

mikro.

Berdasarkan kondisi tersebut, 

penelitian ini bertujuan menganalisis dan 

mensintesis perkembangan kajian mengenai 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital melalui pendekatan Systematic 

Literature Review (SLR). Secara khusus, 

penelitian ini diarahkan untuk memetakan 

tren penelitian, mengidentifikasi dimensi-

dimensi utama dengan penekanan pada 

kepemimpinan digital dan budaya 

organisasi, serta menyusun kerangka 

konseptual yang menjelaskan hubungan 
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antardimensi secara komprehensif. 

Pendekatan SLR dipilih karena 

memungkinkan sintesis temuan dari 

berbagai penelitian dengan konteks, 

pendekatan, dan fokus kajian yang beragam 

sehingga memberikan pemahaman yang 

lebih utuh mengenai transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital. Penelitian ini juga 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mendorong transformasi kebijakan 

pendidikan dari aspek kepemimpinan, 

organisasi, teknologi, tata kelola, dan 

lingkungan eksternal. Penelitian ini 

menawarkan kebaruan dengan 

mengintegrasikan enam dimensi utama 

transformasi kebijakan pendidikan ke 

dalam satu kerangka konseptual yang 

menjelaskan hubungan antardimensi pada 

level makro, meso, dan mikro, sehingga 

memberikan perspektif yang lebih 

komprehensif dibandingkan kajian-kajian 

sebelumnya yang masih membahas dimensi 

transformasi pendidikan digital secara 

terpisah. Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya memperkaya literatur 

akademik, tetapi juga menyediakan 

landasan konseptual bagi pembuat 

kebijakan, pemimpin pendidikan, dan 

pemangku kepentingan dalam merancang 

kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap 

perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut, rumusan masalah dalam penelitian 

ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama. 

Pertama, bagaimana perkembangan dan 

tren penelitian mengenai transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital dalam 

literatur ilmiah. Pertanyaan ini bertujuan 

memetakan perkembangan pengetahuan, 

fokus kajian, dan kecenderungan penelitian 

mengenai transformasi pendidikan digital. 

Kedua, dimensi-dimensi apa saja yang 

membentuk transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu. Pertanyaan ini 

bertujuan mengidentifikasi dimensi utama 

transformasi kebijakan pendidikan, yaitu 

kepemimpinan digital, tata kelola digital, 

adopsi teknologi, literasi digital, 

manajemen perubahan, keadilan 

pendidikan, dan partisipasi pemangku 

kepentingan. Ketiga, bagaimana hubungan 

antardimensi transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital dapat disintesis 

menjadi suatu kerangka konseptual yang 

komprehensif. Pertanyaan ini penting 

karena penelitian terdahulu umumnya 

masih mengkaji setiap dimensi secara 

terpisah sehingga belum menghasilkan 

kerangka konseptual yang menjelaskan 

keterkaitan antardimensi secara utuh. 

Melalui jawaban atas ketiga pertanyaan 

tersebut, penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi teoretis berupa 

pemetaan pengetahuan dan pengembangan 

kerangka konseptual transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital yang lebih 

holistik, integratif, dan relevan dengan 

dinamika pendidikan abad ke-21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode 

Systematic Literature Review (SLR) untuk 

menganalisis perkembangan penelitian, 

mengidentifikasi dimensi-dimensi utama 

transformasi kebijakan pendidikan dengan 

penekanan pada kepemimpinan digital dan 

budaya organisasi, serta mensintesis 

hubungan antardimensi di era digital. 
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Pendekatan SLR dipilih karena mampu 

memberikan sintesis yang komprehensif 

terhadap berbagai penelitian terdahulu 

mengenai transformasi pendidikan digital 

dari perspektif kepemimpinan digital, tata 

kelola pendidikan digital, adopsi teknologi, 

manajemen perubahan, partisipasi 

pemangku kepentingan, keadilan 

pendidikan, dan reformasi kebijakan 

berbasis teknologi, sekaligus 

mengidentifikasi posisi strategis 

kepemimpinan digital dan budaya 

organisasi dalam transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital. Desain penelitian 

dilakukan secara sistematis melalui tahapan 

identification, screening, eligibility, dan 

inclusion berdasarkan pedoman Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses (PRISMA) 2020 (Tabel 3). 

Identifikasi data dilakukan melalui basis 

data Scopus pada Mei 2026 menggunakan 

kata kunci “Digital Transformation” AND 

“Educational Governance”, “Educational 

Policy” AND “Digital Transformation”, 

“Education Policy AND School 

Transformation”, “School Governance 

AND Digital Transformation”, “Digital 

Education AND School Leadership”, dan 

“Digital Learning Policy”.

Pencarian dibatasi pada publikasi 

ilmiah periode 2016–2026. Hasil 

penelusuran memperoleh 64 artikel yang 

relevan. Setelah eliminasi terhadap artikel 

duplikat, artikel di luar rentang tahun, 

artikel yang tidak memenuhi kriteria 

kualitas jurnal, serta artikel tanpa abstrak, 

diperoleh 47 artikel untuk tahap screening. 

Selanjutnya dilakukan proses eligibility 

melalui pembacaan mendalam terhadap 

artikel berdasarkan relevansi tema, fokus, 

metode, dan kontribusi penelitian. 

Sebanyak 14 artikel tidak memenuhi 

kriteria karena tidak tersedia dalam bentuk 

full text, sehingga diperoleh 33 artikel yang 

digunakan sebagai sumber analisis. Ketiga 

puluh tiga artikel tersebut dianalisis 

menggunakan analisis tren publikasi dan 

thematic analysis untuk mengidentifikasi 

dimensi utama, mensintesis hubungan 

antardimensi, serta menyusun kerangka 

konseptual transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital.

Meskipun hanya 33 artikel yang 

memenuhi kriteria inklusi, jumlah tersebut 

dinilai memadai karena seluruh artikel telah 

melalui proses seleksi yang ketat 

berdasarkan pedoman PRISMA 2020. 

Dalam Systematic Literature Review, 

jumlah artikel yang dianalisis ditentukan 

oleh kesesuaian dengan kriteria inklusi, 

kualitas ilmiah, dan relevansinya terhadap 

pertanyaan penelitian, bukan oleh 

banyaknya artikel yang diperoleh pada 

tahap identifikasi. Oleh karena itu, artikel 

yang tidak memenuhi kriteria inklusi, tidak 

tersedia dalam bentuk full text, atau tidak 

relevan dengan fokus penelitian dieliminasi 

agar sintesis yang dihasilkan lebih valid, 

mendalam, dan mampu menggambarkan 

hubungan antardimensi transformasi 

kebijakan pendidikan secara komprehensif 

(Tabel 2).
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Gambar 1. Tren Publikasi Penelitian Transformasi Kebijakan Pendidikan di Era Digital 
Tahun 2008–2026

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan data Scopus (2026)

Gambar 2. Diagram Alur Seleksi Artikel Berdasarkan Pedoman PRISMA 2020
Sumber: Diadaptasi dari PRISMA 2020 dan hasil analisis penulis (2026)
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Sampel penelitian berupa artikel 

ilmiah internasional yang membahas 

transformasi kebijakan pendidikan, 

kepemimpinan digital, tata kelola 

pendidikan digital, transformasi sekolah, 

reformasi pendidikan, adopsi teknologi, 

digital governance, literasi digital, 

pendidikan inklusif berbasis teknologi, 

serta implementasi kebijakan pendidikan 

digital. Artikel yang dianalisis berasal dari 

berbagai negara di Asia, Eropa, Afrika, 

Amerika, dan Australia, sehingga 

memberikan perspektif global mengenai 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital pada berbagai sistem pendidikan. 

Instrumen penelitian menggunakan lembar 

ekstraksi data literatur yang memuat 

identitas artikel, lokasi penelitian, penulis, 

tahun publikasi, teori, metode, hasil, 

keterbatasan, serta relevansinya dengan 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital. Instrumen tersebut digunakan untuk 

menjamin proses analisis berlangsung 

secara sistematis, konsisten, dan terstruktur. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

penentuan topik, penetapan kata kunci, 

penelusuran artikel pada basis data Scopus, 

seleksi berdasarkan abstrak dan full text, 

pengelompokan artikel berdasarkan fokus 

kajian, serta ekstraksi data ke dalam tabel 

sintesis literatur.

Data yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis menggunakan analisis tren 

publikasi dan thematic analysis. Analisis 

tren publikasi digunakan untuk 

mengidentifikasi perkembangan penelitian 

berdasarkan tahun publikasi artikel 

sehingga diperoleh gambaran mengenai 

dinamika pertumbuhan kajian transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital. Hasil 

analisis kemudian divisualisasikan dalam 

bentuk grafik tren publikasi tahunan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian mengenai 

perkembangan penelitian transformasi 

kebijakan pendidikan. Selanjutnya, 

thematic analysis dilakukan melalui 

tahapan membaca seluruh artikel yang 

memenuhi kriteria inklusi, mengidentifikasi 

konsep utama, mengelompokkan kode ke 

dalam kategori, dan menyintesisnya 

menjadi tema-tema utama yang 

merepresentasikan dimensi transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital. Melalui 

proses tersebut diperoleh enam tema utama, 

yaitu kepemimpinan digital, tata kelola 

digital, adopsi teknologi, manajemen 

perubahan, partisipasi pemangku 

kepentingan, dan keadilan pendidikan. Di 

antara keenam tema tersebut, 

kepemimpinan digital dan budaya 

organisasi dianalisis secara lebih mendalam 

karena menjadi fokus utama sintesis sesuai 

tujuan penelitian. Selanjutnya, hubungan 

antartema dianalisis secara komparatif 

untuk mengidentifikasi keterkaitan 

konseptual sebagai dasar penyusunan 

kerangka konseptual transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital. Hasil analisis 

diinterpretasikan secara deskriptif dan kritis 

untuk menjawab research question 

mengenai perkembangan penelitian, 

dimensi utama, serta hubungan 

antardimensi transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital. Dengan prosedur 

tersebut, penelitian ini dapat direplikasi 

oleh peneliti lain melalui tahapan pencarian 

data, seleksi artikel, ekstraksi data, analisis 

tren publikasi, dan analisis tematik yang 

sistematis, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik.
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HASIL PENELITIAN

Perkembangan dan Tren Penelitian 

Transformasi Kebijakan Pendidikan di 

Era Digital

Hasil penelusuran literatur melalui 

basis data Scopus menghasilkan 64 artikel 

pada tahap identifikasi awal. Setelah 

melalui proses seleksi berdasarkan 

pedoman PRISMA 2020, sebanyak 33 

artikel memenuhi kriteria inklusi dan 

digunakan sebagai sumber analisis. Artikel-

artikel tersebut dipublikasikan pada periode 

2016–2026 dan berasal dari berbagai 

negara, sehingga merepresentasikan 

beragam konteks pendidikan dan sistem 

pemerintahan. Kajian yang direview 

mencakup pendidikan dasar dan menengah, 

sekolah vokasi, pendidikan inklusif, 

pendidikan tinggi, serta reformasi kebijakan 

pendidikan. Artikel yang dianalisis 

menggunakan berbagai pendekatan 

penelitian, meliputi kualitatif, kuantitatif, 

mixed methods, studi kasus, analisis 

kebijakan, systematic literature review, dan 

meta-analysis. Hasil ekstraksi data 

menunjukkan bahwa fokus penelitian 

didominasi oleh kepemimpinan digital, tata 

kelola pendidikan digital, adopsi teknologi, 

transformasi organisasi pendidikan, serta 

implementasi kebijakan pendidikan 

berbasis teknologi.

Berdasarkan distribusi tahun 

publikasi, 33 artikel yang memenuhi 

kriteria inklusi menunjukkan bahwa 

penelitian mengenai transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital mengalami 

peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. 

Publikasi terbanyak terjadi pada tahun 2023 

dan 2025, diikuti tahun 2022 dan 2024, 

sedangkan publikasi pada periode 

2016–2020 masih relatif terbatas. Temuan 

ini menunjukkan bahwa perhatian 

akademik terhadap transformasi kebijakan 

pendidikan semakin meningkat, terutama 

setelah percepatan digitalisasi pendidikan 

pada periode pascapandemi.

Gambar 3. Distribusi Artikel Terpilih Berdasarkan Tahun Publikasi
Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan artikel terpilih dari basis data Scopus (2026).

Gambar 3 menunjukkan bahwa 

publikasi mengenai transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital cenderung 

meningkat selama periode 2016–2026 

meskipun mengalami fluktuasi pada 

beberapa tahun. Peningkatan publikasi 

setelah tahun 2020 menunjukkan semakin 

besarnya perhatian akademik terhadap 
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transformasi kebijakan pendidikan seiring 

percepatan digitalisasi sektor pendidikan. 

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa 

transformasi kebijakan pendidikan telah 

berkembang menjadi salah satu tema 

penting dalam penelitian pendidikan 

kontemporer serta menjadi landasan bagi 

kajian mengenai kepemimpinan digital, tata 

kelola digital, adopsi teknologi, dan 

dimensi-dimensi transformasi lainnya.

Penulis 

(Tahun)
Fokus Penelitian Metode Temuan Utama Dimensi

Williamson 

(2016)

Digital education 

governance

Policy analysis Data dan learning analytics 

mengubah proses kebijakan 

pendidikan

Digital 

Governance

Nolan (2018) Educational policy 

transformation

Historical 

analysis

Perubahan kebijakan pendidikan 

dipengaruhi oleh konteks sosial dan 

kebutuhan masyarakat

Digital 

Governance

Yang & Fan 

(2019)

Reformasi 

pendidikan pasca-

PISA

Policy analysis Digital governance memengaruhi 

reformasi pendidikan

Digital 

Governance

Lindqvist & 

Pettersson 

(2019)

Digitalization and 

school leadership

Qualitative Kepemimpinan sekolah menjadi 

faktor kunci digitalisasi

Digital 

Leadership

Sideri et al. 

(2019)

Social media for 

participatory 

decision-making

Mixed methods Media sosial meningkatkan 

partisipasi dalam pengambilan 

keputusan pendidikan

Stakeholder 

Participation

Scherer et al. 

(2019)

Technology 

Acceptance Model

Meta-analysis Adopsi teknologi dipengaruhi 

persepsi, kemudahan penggunaan, 

dan kesiapan pengguna

Technology 

Adoption

Kormos & 

Julio (2020)

Digital equity Comparative 

study

Kesenjangan digital memengaruhi 

pemerataan pendidikan

Educational 

Equity

Uygur et al. 

(2020)

Inclusive education Quantitative 

survey

Kepemimpinan pendidikan 

mendukung pendidikan inklusif 

berbasis teknologi

Educational 

Equity

Almaiah et 

al. (2022)

Digital technology 

adoption

Quantitative Infrastruktur dan kesiapan 

pengguna menentukan adopsi 

teknologi

Technology 

Adoption

Ghavifekr & 

Wong (2022)

Technology 

leadership

Quantitative Kepemimpinan teknologi 

mempercepat transformasi digital 

sekolah

Digital 

Leadership

Franco et al. 

(2022)

School management 

transformation

Case study Manajemen perubahan menjadi 

faktor penting digitalisasi sekolah

Organizational 

Culture

Baglama et 

al. (2022)

Digital leadership Quantitative Kepemimpinan digital mendukung 

keberlanjutan pendidikan inklusif

Digital 

Leadership

Tømte & 

Smedsrud 

(2023)

Governance and 

digital 

transformation

Case study Tata kelola mendukung 

transformasi digital sekolah

Digital 

Governance

Tabel 1. Karakteristik Artikel yang Direview
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Rauseo et al. 

(2023)

Vocational school 

transformation

Mixed methods Perbedaan persepsi guru dan 

pimpinan memengaruhi 

transformasi digital

Organizational 

Culture

Sobrinho et 

al. (2023)

Textbook validation 

policy

Policy analysis Transformasi digital meningkatkan 

efisiensi proses validasi kebijakan 

pendidikan

Digital 

Governance

Childs et al. 

(2023)

Educational equity Qualitative Kepemimpinan sekolah berperan 

dalam mewujudkan keadilan 

pendidikan

Educational 

Equity

Wilson et al. 

(2023)

Educational justice Qualitative Partisipasi masyarakat 

memperkuat keadilan pendidikan

Stakeholder 

Participation

Krein (2023) School leadership 

review

Systematic 

Literature 

Review

Kepemimpinan merupakan tema 

dominan dalam digitalisasi 

pendidikan

Digital 

Leadership

Piromalli 

(2023)

Governance reform Historical 

analysis

Digitalisasi mengubah tata kelola 

perguruan tinggi

Digital 

Governance

Barra et al. 

(2024)

Technology adoption Quantitative Digital divide  dan gender 

memengaruhi adopsi teknologi

Technology 

Adoption

Purnomo et 

al. (2024)

School culture 

transformation

Quantitative Budaya sekolah digital 

memerlukan manajemen 

perubahan

Organizational 

Culture

Tierens et al. 

(2024)

Digital policy 

governance

Policy analysis Tata kelola digital membentuk arah 

kebijakan pendidikan

Digital 

Governance

Saura, 

Adrião, & 

Arguelho 

(2024)

EdTech governance Policy network 

analysis

Ekosistem EdTech menjadi aktor 

baru dalam tata kelola pendidikan 

digital

Digital 

Governance

Butler et al. 

(2024)

Digital educational 

policy alignment

Conceptual 

analysis

Penyelarasan kebijakan pada level 

makro, meso, dan mikro 

mendukung transformasi 

pendidikan digital

Digital 

Governance

Arzani et al. 

(2025)

Educational 

leadership

Conceptual 

study

Financial stewardship 

mendukung pemerataan sumber 

daya pendidikan

Educational 

Equity

Harder & 

Schumann 

(2025)

Digital 

transformation in 

schools

Quantitative 

survey

Perilaku inovatif pimpinan sekolah 

memengaruhi transformasi digital

Digital 

Leadership

Harder et al. 

(2025)

School leadership Comparative 

study

Kepemimpinan dan budaya 

organisasi memperkuat digitalisasi 

sekolah

Digital 

Leadership

Kafa (2025) AI and school 

leadership

Conceptual 

study

Artificial Intelligence memerlukan 

kesiapan kepemimpinan sekolah

Digital 

Leadership

Shahi & 

Chaudhary 

(2025)

Technology adoption Quantitative 

survey

Kesiapan institusi memengaruhi 

adopsi teknologi

Technology 

Adoption
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Brzyskiewicz 

et al. (2025)

School culture Critical 

reflection

Budaya organisasi dan 

kepemimpinan mendukung 

transformasi digital berkelanjutan

Organizational 

Culture

Alshammari 

et al. (2025)

E-learning adoption Quantitative Literasi digital berpengaruh 

terhadap adopsi teknologi

Technology 

Adoption

Dasruth & 

Naicker 

(2026)

Digital leadership 

framework

Qualitative Framework Education 4.0 berbasis 

kepemimpinan digital

Digital 

Leadership

Li et al. 

(2026)

Technology adoption Qualitative Tantangan utama implementasi 

teknologi adalah kompetensi digital 

pendidik

Technology 

Adoption

Pada Tabel 1, sebanyak 33 artikel 

yang memenuhi kriteria inklusi 

menunjukkan keberagaman fokus kajian, 

metode penelitian, dan konteks penelitian. 

Artikel-artikel yang direview berasal dari 

berbagai negara dan menggunakan 

pendekatan penelitian yang beragam, mulai 

dari studi kualitatif, kuantitatif, mixed 

methods, studi kasus, analisis kebijakan, 

systematic literature review, hingga meta-

analysis. Keragaman tersebut menunjukkan 

bahwa transformasi kebijakan pendidikan 

di era digital telah berkembang menjadi isu 

global yang diteliti dari berbagai perspektif 

dan konteks pendidikan.

Berdasarkan distribusi publikasi, 

penelitian mengenai transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital menunjukkan 

perkembangan dalam tiga fase, yaitu 2016-

2019, 2020-2022, dan 2023-2026. Pada 

periode 2016-2019, penelitian masih 

berfokus pada digitalisasi sekolah, 

kepemimpinan pendidikan, dan tata kelola 

pendidikan berbasis teknologi. Periode 

2020-2022 menunjukkan perluasan kajian 

ke arah transformasi organisasi, adopsi 

teknologi pendidikan, dan integrasi 

teknologi digital dalam tata kelola sekolah. 

Selanjutnya, periode 2023-2026 ditandai 

oleh peningkatan publikasi serta 

berkembangnya kajian mengenai digital 

governance, artificial intelligence, 

datafication, policy networks, partisipasi 

pemangku kepentingan, dan reformasi 

kebijakan pendidikan. Pada periode ini, 

fokus penelitian juga bergeser dari 

implementasi teknologi pada level sekolah 

menuju transformasi kebijakan pada level 

sistem pendidikan dan kebijakan publik. 

Dengan demikian, hasil pemetaan 

menunjukkan bahwa fokus penelitian 

berkembang dari pemanfaatan teknologi 

menuju transformasi kebijakan pendidikan 

yang bersifat multidimensional.

Selain menunjukkan perkembangan 

publikasi berdasarkan tahun, hasil pemetaan 

juga memperlihatkan persebaran geografis 

penelitian mengenai transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital. Analisis terhadap 

33 artikel menunjukkan bahwa penelitian 

berasal dari berbagai negara di Asia, Eropa, 

Afrika, Amerika, dan Oseania, sehingga 

merepresentasikan beragam konteks sistem 

pendidikan. Meskipun demikian, kontribusi 

publikasi tidak tersebar secara merata, 

karena beberapa negara memiliki jumlah 

publikasi yang lebih tinggi dibandingkan 

negara lainnya.
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Berdasarkan Tabel 2, penelitian 

mengenai transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital berasal dari 

berbagai kawasan dunia dengan kontribusi 

publikasi terbesar berasal dari Swiss, diikuti 

Brasil, Amerika Serikat, Tiongkok, dan 

Irlandia. 

Temuan ini menunjukkan bahwa 

kajian transformasi kebijakan pendidikan 

berkembang pada beragam sistem 

pendidikan, sehingga memberikan 

perspektif yang lebih luas dalam memahami 

dinamika transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital.

Negara Jumlah artikel

Swiss 4

Amerika Serikat 3

Brasil 3

Tiongkok (Cina) 2

Malaysia 2

Tabel 2. Lima Negara dengan Kontribusi Artikel Terbanyak

Peringkat Nama Jurnal Jumlah Artikel

1 Sustainability 3

2 Cogent Education 2

3 International Journal of Educational Management 2

4 Technology, Knowledge and Learning 2

5 Frontiers in Education 2

Tabel 3. Lima Jurnal dengan Kontribusi Artikel Terbanyak

Berdasarkan Tabel 3, publikasi 

mengenai transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital tersebar pada 

berbagai jurnal internasional dengan 

Sustainability sebagai jurnal yang paling 

banyak memuat artikel, diikuti Cogent 

Education, International Journal of 

Educational Management, Technology, 

Knowledge and Learning, serta Frontiers in 

Education. 

Temuan ini menunjukkan bahwa 

kajian transformasi kebijakan pendidikan 

berkembang secara multidisipliner dan 

dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang 

berfokus pada kepemimpinan, manajemen, 

teknologi, dan tata kelola pendidikan.

Dimensi-Dimensi Transformasi 

Kebijakan Pendidikan di Era Digital

Hasil sintesis terhadap 33 artikel 

menunjukkan bahwa transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital terdiri atas 

beberapa dimensi utama yang muncul 

secara berulang dalam literatur.
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Dimensi Artikel Utama

Digital Leadership Dasruth & Naicker (2026); Harder & Schumann (2025); Harder et al. 

(2025); Ghavifekr & Wong (2022); Kafa (2025); Lindqvist & Pettersson 

(2019); Krein (2023); Baglama et al. (2022)

Digital Governance Williamson (2016); Nolan (2018); Yang & Fan (2019); Tierens et al. 

(2024); Piromalli (2023); Saura et al. (2024); Sideri et al. (2019); 

Sobrinho et al. (2023); Tømte & Smedsrud (2023); Butler et al. (2024)

Organizational Culture & 

Change Management

Purnomo et al. (2024); Franco et al. (2022); Rauseo et al. (2023); 

Brzyskiewicz et al. (2025)

Technology Adoption & 

Human Resource 

Readiness

Almaiah et al. (2022); Scherer et al. (2019); Shahi & Chaudhary (2025); 

Alshammari et al. (2025); Li et al. (2026); Barra et al. (2024)

Educational Equity Childs et al. (2023); Kormos & Julio (2020); Uygur et al. (2020); 

Baglama et al. (2022); Wilson et al. (2023); Arzani et al. (2025)

Stakeholder Participation Wilson et al. (2023); Sideri et al. (2019); Saura et al. (2024); 

Brzyskiewicz et al. (2025)

Tabel 4. Pemetaan Artikel terhadap Dimensi Transformasi Kebijakan Pendidikan

Perlu dicatat bahwa satu artikel dapat 

berkontribusi pada lebih dari satu dimensi 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital sesuai dengan fokus, temuan, dan 

ruang lingkup analisisnya. Oleh karena itu, 

jumlah artikel pada masing-masing dimensi 

tidak dapat dijumlahkan secara langsung 

menjadi 33 artikel. Dengan demikian, total 

frekuensi kemunculan artikel pada seluruh 

dimensi dapat melebihi jumlah artikel yang 

direview tanpa menunjukkan adanya 

duplikasi data, melainkan mencerminkan 

keterkaitan antardimensi dalam 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 

4, hasil sintesis terhadap 33 artikel 

mengidentifikasi enam dimensi utama 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital, yaitu kepemimpinan digital, tata 

kelola digital, manajemen perubahan dan 

budaya organisasi, adopsi teknologi dan 

kesiapan sumber daya manusia, keadilan 

pendidikan, serta partisipasi pemangku 

kepentingan. Kepemimpinan digital dan tata 

kelola digital muncul sebagai dimensi yang 

paling dominan, sedangkan manajemen 

perubahan dan budaya organisasi berperan 

sebagai mekanisme yang menjembatani 

kebijakan dengan implementasi 

transformasi pendidikan. Dimensi lainnya 

memperkuat efektivitas transformasi 

kebijakan pendidikan sehingga 

keseluruhannya membentuk suatu 

ekosistem yang saling terintegrasi. Uraian 

mengenai setiap dimensi disajikan pada 

bagian berikut.

Dimensi pertama adalah 

kepemimpinan digital. Dimensi ini 

diidentifikasi dalam penelitian Dasruth dan 

Naicker, Harder dan Schumann, Harder 

dkk., Ghavifekr dan Wong, Kafa, Lindqvist 

dan Pettersson, Krein, serta Baglama dkk. 

Hasil sintesis menunjukkan bahwa 

kepemimpinan digital mencakup praktik 

kepemimpinan berbasis teknologi, 

pengambilan keputusan digital, kesiapan 

organisasi menghadapi perubahan, 
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pengelolaan inovasi, serta integrasi 

teknologi dalam proses pendidikan. 

Dimensi ini juga berkaitan dengan 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, 

transformasi budaya sekolah, dan 

peningkatan aksesibilitas pendidikan pada 

berbagai jenjang pendidikan, baik di negara 

maju maupun negara berkembang. 

Tingginya frekuensi kemunculan pada 

berbagai konteks penelitian menunjukkan 

bahwa kepemimpinan digital merupakan 

salah satu dimensi paling dominan dalam 

literatur transformasi kebijakan pendidikan 

di era digital.

Dimensi kedua adalah tata kelola 

pendidikan digital (digital governance). 

Dimensi ini diidentifikasi dalam penelitian 

Williamson, Yang dan Fan, Tierens dkk., 

Piromalli, Saura dkk., Sobrinho dkk., 

Tømte dan Smedsrud, serta Sideri dkk. 

Hasil sintesis menunjukkan bahwa digital 

governance mencakup pemanfaatan data 

digital, analitik pendidikan, instrumen 

kebijakan berbasis data, digitalisasi 

administrasi pendidikan, partisipasi digital, 

serta pengambilan keputusan berbasis 

teknologi. Dimensi ini juga memperlihatkan 

keterlibatan pemerintah, institusi 

pendidikan, organisasi teknologi, dan 

pemangku kepentingan dalam membangun 

tata kelola pendidikan digital melalui sistem 

informasi, analitik real-time, dan media 

sosial. Tata kelola digital ditemukan pada 

berbagai level, mulai dari sekolah, 

perguruan tinggi, hingga sistem pendidikan 

nasional, sehingga menjadi salah satu 

dimensi utama yang membentuk 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital. Dimensi ketiga adalah adopsi 

teknologi dan kesiapan sumber daya 

manusia. Dimensi ini diidentifikasi dalam 

penelitian Almaiah dkk., Scherer dkk., 

Shahi dan Chaudhary, Alshammari dkk., Li 

dkk., serta Barra dkk. Hasil sintesis 

menunjukkan bahwa adopsi teknologi 

dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan, 

kemudahan penggunaan, kesiapan institusi, 

literasi digital, dukungan infrastruktur, serta 

karakteristik pengguna. Dimensi ini 

mencakup berbagai aktor pendidikan, 

seperti guru, dosen, mahasiswa, dan 

pimpinan lembaga pendidikan, dengan 

tingkat penerimaan teknologi yang 

dipengaruhi oleh faktor individu maupun 

institusional. Selain itu, kompetensi digital 

dan kemampuan beradaptasi terhadap 

perubahan teknologi menjadi faktor penting 

dalam mendukung keberhasilan 

transformasi pendidikan digital. Konsistensi 

temuan pada berbagai negara dan jenjang 

pendidikan menunjukkan bahwa adopsi 

teknologi dan kesiapan sumber daya 

manusia merupakan salah satu dimensi 

utama transformasi kebijakan pendidikan di 

era digital.

Dimensi keempat adalah manajemen 

perubahan dan budaya organisasi. Dimensi 

ini diidentifikasi dalam penelitian Purnomo 

dkk., Franco dkk., Rauseo dkk., serta 

Brzyskiewicz dkk. Hasil sintesis 

menunjukkan bahwa transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital tidak hanya 

bergantung pada ketersediaan teknologi, 

tetapi juga pada kemampuan organisasi 

dalam mengelola perubahan melalui budaya 

organisasi yang mendukung inovasi, 

kolaborasi, pembelajaran berkelanjutan, dan 

kesiapan menghadapi transformasi digital. 

Sebaliknya, resistensi terhadap perubahan, 

perbedaan persepsi antaraktor pendidikan, 
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serta rendahnya kesiapan organisasi 

menjadi faktor yang menghambat 

implementasi transformasi digital. Temuan 

ini menegaskan bahwa manajemen 

perubahan dan budaya organisasi berperan 

sebagai mekanisme strategis yang 

menjembatani kebijakan dengan 

implementasi transformasi pendidikan di 

era digital.

Dimensi kelima adalah keadilan 

pendidikan (educational equity). Dimensi 

ini diidentifikasi dalam penelitian Childs 

dkk., Kormos dan Julio, Uygur dkk., 

Baglama dkk., Wilson dkk., serta Arzani 

dkk. Hasil sintesis menunjukkan bahwa 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital harus menjamin pemerataan akses, 

kesempatan belajar, dan kualitas layanan 

pendidikan bagi seluruh peserta didik. 

Kesenjangan digital yang dipengaruhi oleh 

kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan 

ketersediaan infrastruktur masih menjadi 

tantangan utama, sehingga kepemimpinan 

pendidikan berperan penting dalam 

memastikan kelompok rentan memperoleh 

akses yang setara terhadap sumber daya 

pendidikan digital. Temuan ini menegaskan 

bahwa transformasi pendidikan digital tidak 

hanya berorientasi pada efisiensi dan 

inovasi, tetapi juga pada penguatan keadilan 

pendidikan sebagai bagian dari 

pembangunan pendidikan yang inklusif dan 

berkelanjutan.

Dimensi keenam adalah partisipasi 

pemangku kepentingan (stakeholder 

participation). Dimensi ini diidentifikasi 

dalam penelitian Wilson dkk., Sideri dkk., 

Saura dkk., serta Brzyskiewicz dkk. Hasil 

sintesis menunjukkan bahwa transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital 

melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah, 

pimpinan lembaga pendidikan, guru, 

peserta didik, orang tua, komunitas, 

organisasi masyarakat, dan perusahaan 

teknologi. Partisipasi tersebut berkontribusi 

terhadap peningkatan kualitas pengambilan 

keputusan, transparansi kebijakan, dan 

keberlanjutan implementasi program 

pendidikan digital, yang didukung melalui 

pemanfaatan media sosial, platform digital, 

dan policy networks. Temuan ini 

menegaskan bahwa kolaborasi dan 

partisipasi aktif berbagai pemangku 

kepentingan menjadi faktor penting dalam 

keberhasilan transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital.

Secara keseluruhan, hasil sintesis 

menunjukkan bahwa transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital merupakan proses 

yang kompleks dan multidimensional. 

Keenam dimensi yang teridentifikasi saling 

berhubungan dan membentuk suatu sistem 

yang tidak dapat dipahami secara terpisah. 

Hubungan antardimensi tersebut kemudian 

disintesis ke dalam kerangka konseptual 

yang menggambarkan keterkaitan 

transformasi kebijakan pendidikan pada 

level makro, meso, dan mikro secara 

terintegrasi.

Hubungan Antardimensi Transformasi 

Kebijakan Pendidikan di Era Digital

Hasil sintesis literatur menunjukkan 

bahwa dimensi-dimensi transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital saling 

berhubungan dan membentuk suatu sistem 

yang terintegrasi. Kepemimpinan digital 

berkaitan dengan tata kelola digital, adopsi 

teknologi, perubahan organisasi, dan 
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pengembangan sumber daya manusia. Tata 

kelola digital mendukung pengambilan 

keputusan berbasis data, partisipasi 

pemangku kepentingan, dan implementasi 

kebijakan pendidikan.

Adopsi teknologi berhubungan 

dengan kesiapan organisasi, literasi digital, 

dukungan institusi, dan kompetensi 

pengguna. Transformasi digital juga 

berkaitan dengan keadilan pendidikan, 

pemerataan akses teknologi, pendidikan 

inklusif, serta partisipasi masyarakat. Pada 

tingkat organisasi, transformasi didukung 

oleh budaya sekolah, manajemen 

perubahan, komunikasi organisasi, dan 

kolaborasi antarpemangku kepentingan, 

sedangkan pada tingkat sistem berkaitan 

dengan reformasi kebijakan, digital 

governance, artificial intelligence, dan 

datafication. Temuan tersebut menunjukkan 

bahwa transformasi kebijakan pendidikan di 

era digital merupakan proses 

multidimensional yang melibatkan interaksi 

antardimensi pada level organisasi maupun 

sistem pendidikan.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital dipengaruhi oleh empat kelompok 

faktor utama, yaitu kepemimpinan, tata 

kelola, teknologi, dan organisasi. Faktor 

kepemimpinan mencakup kepemimpinan 

digital, kepemimpinan teknologi, dan 

kepemimpinan perubahan. Faktor tata 

kelola meliputi digital governance, 

pengambilan keputusan berbasis data, dan 

partisipasi pemangku kepentingan. Faktor 

teknologi mencakup adopsi teknologi, 

literasi digital, infrastruktur digital, dan 

artificial intelligence, sedangkan faktor 

organisasi meliputi budaya organisasi, 

manajemen perubahan, komunikasi 

organisasi, dan pengembangan sumber daya 

manusia. Selain itu, hasil sintesis juga 

menunjukkan bahwa keadilan pendidikan, 

inklusivitas, dan pemerataan akses 

teknologi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari transformasi pendidikan 

digital. Dengan demikian, transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital 

merupakan fenomena multidimensional 

yang melibatkan interaksi berbagai faktor 

pada level individu, organisasi, dan sistem 

pendidikan.

Bagaimana perkembangan dan tren 

penelitian mengenai transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital 

dalam literatur ilmiah?

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 33 

artikel yang memenuhi kriteria inklusi, 

hubungan antardimensi transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital 

divisualisasikan dalam kerangka konseptual 

sebagaimana disajikan pada Gambar 3.
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Gambar 4. Kerangka Konseptual Transformasi Kebijakan Pendidikan di Era Digital 
Berdasarkan Hasil Sintesis Literatur

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan hasil sintesis 33 artikel terpilih (2026)

Gambar 4 menunjukkan bahwa 

hubungan antardimensi transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital 

membentuk kerangka konseptual pada tiga 

level, yaitu makro, meso, dan mikro. Pada 

level makro, digital governance menjadi 

fondasi kebijakan. Pada level meso, digital 

leadership bersama organizational culture 

and change management menerjemahkan 

kebijakan ke dalam strategi kelembagaan. 

Pada level mikro, technology adoption dan 

human resource readiness menentukan 

efektivitas implementasi kebijakan. 

Sementara itu, educational equity dan 

stakeholder participation berperan sebagai 

dimensi lintas sistem yang mendukung 

transformasi pendidikan yang inklusif, 

partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 

seluruh penelitian yang ditinjau, 

perkembangan penelitian mengenai 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital menunjukkan pergeseran dari 

pemanfaatan teknologi sebagai pendukung 

pembelajaran dan administrasi menuju 

transformasi sistem pendidikan secara 

menyeluruh. Seiring perkembangan 

teknologi digital, fokus penelitian meluas 

ke kepemimpinan digital, tata kelola, 

budaya organisasi, partisipasi pemangku 

kepentingan, serta reformasi kebijakan 

pendidikan. Temuan (Dasruth & Naicker, 
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2026), (Williamson, 2016), serta (Yang & 

Fan, 2019) menunjukkan bahwa 

transformasi pendidikan digital telah 

berkembang dari isu teknis menjadi isu 

kebijakan publik yang berorientasi pada 

perubahan sistem pendidikan secara 

komprehensif.

Tren penelitian menunjukkan bahwa 

kepemimpinan digital merupakan tema 

yang paling dominan dalam literatur 

transformasi pendidikan digital. (Dasruth 

& Naicker, 2026) mengembangkan 

kerangka kepemimpinan digital menuju 

Education 4.0, sedangkan (Harder & 

Schumann, 2025a) menekankan pentingnya 

perilaku inovatif pimpinan sekolah dalam 

mendukung transformasi digital. Perspektif 

tersebut diperkuat oleh (Ghavifekr & 

Wong, 2022), (Håkansson Lindqvist & 

Pettersson, 2019), (Kafa, 2025), serta  

(Krein, 2023) yang menempatkan 

kepemimpinan sekolah sebagai faktor kunci 

transformasi pendidikan digital. Seiring 

perkembangan kajian, fokus penelitian juga 

meluas ke tata kelola digital, manajemen 

perubahan, budaya organisasi, dan kesiapan 

sumber daya manusia, sehingga 

transformasi pendidikan dipahami sebagai 

perubahan sistem pendidikan yang bersifat 

menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan temuan, 

perkembangan penelitian mengenai 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital dapat disintesis ke dalam tiga fase 

utama. Fase pertama (2016–2019) 

didominasi oleh kajian mengenai 

digitalisasi pendidikan, penggunaan 

teknologi pembelajaran, kepemimpinan 

teknologi, dan integrasi ICT di sekolah. 

Fase kedua (2020–2022) menunjukkan 

perluasan kajian ke arah transformasi 

organisasi, budaya sekolah digital, 

manajemen perubahan, dan kesiapan 

institusi pendidikan menghadapi 

digitalisasi. Fase ketiga (2023–2026) 

ditandai oleh berkembangnya kajian 

mengenai tata kelola digital, datafikasi 

pendidikan, kecerdasan buatan, partisipasi 

pemangku kepentingan, keadilan 

pendidikan digital, dan reformasi kebijakan 

berbasis data. Temuan ini menunjukkan 

bahwa transformasi kebijakan pendidikan 

telah berevolusi dari orientasi teknologis 

menuju pendekatan yang lebih sistemik dan 

multidimensional.

Dimensi-dimensi apa saja yang 

membentuk transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital berdasarkan 

hasil penelitian terdahulu?

Berdasarkan sintesis seluruh 

penelitian terdahulu, ditemukan enam 

dimensi utama yang membentuk 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital, dengan penekanan khusus pada 

kepemimpinan digital dan budaya 

organisasi sebagai dimensi strategis yang 

menjembatani kebijakan dan implementasi 

transformasi pendidikan. Dimensi pertama 

adalah kepemimpinan digital, yang 

diidentifikasi secara konsisten dalam 

penelitian (Dasruth & Naicker, 2026), 

(Harder & Schumann, 2025b) ,(Harder et 

al., 2025), (Ghavifekr & Wong, 2022), 

(Kafa, 2025), (Håkansson Lindqvist & 

Pettersson, 2019), (Krein, 2023), serta 

(Baglama et al., 2022). Hasil sintesis 

menunjukkan bahwa keberhasilan 

transformasi pendidikan digital sangat 

ditentukan oleh kapasitas pemimpin 
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pendidikan dalam mengelola perubahan, 

mengembangkan visi digital, membangun 

budaya inovasi, serta mengintegrasikan 

teknologi ke dalam proses pembelajaran 

dan administrasi pendidikan. 

Kepemimpinan digital berperan sebagai 

agen perubahan yang menjembatani 

kebijakan dengan implementasi serta 

memengaruhi kesiapan organisasi, 

penerimaan teknologi, kualitas tata kelola, 

dan keberhasilan transformasi budaya 

sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa 

kepemimpinan digital merupakan dimensi 

sentral dalam transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital.

Dimensi kedua adalah tata kelola 

digital (digital governance). (Williamson, 

2016), (Yang & Fan, 2019), (Tierens et al., 

2024), (Piromalli, 2023), (Sobrinho et al., 

2023), (Sideri et al., 2019), serta (Nolan, 

2018) menunjukkan bahwa transformasi 

pendidikan digital dipengaruhi oleh 

perubahan mekanisme tata kelola 

pendidikan. (Butler et al., 2024) melengkapi 

temuan tersebut dengan menegaskan bahwa 

keberhasilan kebijakan pendidikan digital 

memerlukan penyelarasan (alignment) 

antara kebijakan pada level makro, meso, 

dan mikro agar implementasi kebijakan 

sesuai dengan realitas penyelenggaraan 

pendidikan. Dimensi ini mencakup 

pemanfaatan data digital dalam 

pengambilan keputusan, sistem informasi 

pendidikan, digitalisasi administrasi, 

transparansi kebijakan, serta partisipasi 

pemangku kepentingan berbasis teknologi. 

Tata kelola mampu beradaptasi dengan 

perubahan kebutuhan dan konteks sosial. 

Dengan demikian, digital governance 

berperan sebagai fondasi yang 

menjembatani kebijakan dan implementasi 

melalui sistem yang adaptif, responsif, dan 

berbasis bukti. Temuan ini menegaskan 

bahwa digital governance merupakan salah 

satu dimensi utama transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital.

Dimensi ketiga adalah manajemen 

perubahan dan budaya organisasi. 

(Purnomo et al., 2024), (Franco et al., 

2022), (Tømte & Smedsrud, 2023), 

(Rauseo et al., 2023), serta (Brzyskiewicz 

et al., 2025) menunjukkan bahwa 

transformasi digital memerlukan perubahan 

budaya organisasi yang sistematis. 

Organisasi pendidikan perlu membangun 

visi digital, mengembangkan keterampilan 

digital, memperkuat kolaborasi, dan 

menciptakan budaya inovasi untuk 

mendukung perubahan berkelanjutan. 

Budaya organisasi yang adaptif 

memungkinkan kebijakan digital 

diterjemahkan menjadi praktik yang efektif. 

Temuan ini menegaskan bahwa manajemen 

perubahan dan budaya organisasi 

merupakan dimensi strategis yang 

menjembatani kebijakan dengan 

implementasi transformasi pendidikan 

digital.

Dimensi keempat adalah adopsi 

teknologi dan kesiapan sumber daya 

manusia. (Li et al., 2026), (Shahi & 

Chaudhary, 2025), (Almaiah et al., 2022), 

(Alshammari et al., 2025), (Scherer et al., 

2019), serta (Barra et al., 2024) 

menunjukkan bahwa keberhasilan 

transformasi digital dipengaruhi oleh 

kesiapan pengguna teknologi. Faktor-faktor 

seperti persepsi kemanfaatan, kemudahan 

penggunaan, literasi digital, keterampilan 

teknologi, dukungan institusional, dan 
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kesiapan individu memengaruhi tingkat 

adopsi teknologi. Temuan ini menegaskan 

bahwa pengembangan kapasitas sumber 

daya manusia merupakan dimensi penting 

dalam transformasi kebijakan pendidikan di 

era digital.

Dimensi kelima adalah keadilan 

pendidikan, inklusivitas, dan pemerataan 

akses digital. (Childs et al., 2023), 

(Kormos & Julio, 2020), (Uygur et al., 

2020), (Baglama et al., 2022), serta 

(Wilson et al., 2023) menunjukkan bahwa 

transformasi pendidikan digital harus 

memperhatikan pemerataan akses 

teknologi, perlindungan kelompok rentan, 

dan pengurangan kesenjangan digital. 

(Arzani et al., 2025) melengkapi temuan 

tersebut dengan menegaskan bahwa 

financial stewardship merupakan salah satu 

aspek penting kepemimpinan pendidikan 

dalam memastikan pemerataan sumber daya 

dan mendukung terwujudnya keadilan 

pendidikan, terutama pada sekolah dengan 

keterbatasan sumber daya. Temuan ini 

menegaskan bahwa keadilan pendidikan 

merupakan indikator penting keberhasilan 

transformasi digital karena tujuan akhirnya 

tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi 

juga memperluas akses pendidikan yang 

berkualitas bagi seluruh peserta didik.

Dimensi keenam adalah partisipasi 

pemangku kepentingan dan kolaborasi. 

(Wilson et al., 2023), (Sideri et al., 2019), 

(Saura et al., 2024), serta (Brzyskiewicz et 

al., 2025) menunjukkan bahwa transformasi 

pendidikan digital memerlukan keterlibatan 

pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, 

masyarakat, komunitas, dan sektor 

teknologi. Partisipasi tersebut 

meningkatkan legitimasi kebijakan, 

memperkuat transparansi, dan mendukung 

keberlanjutan implementasi kebijakan 

digital. Dengan demikian, sintesis literatur 

menunjukkan bahwa transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital dibentuk oleh 

enam dimensi utama yang saling 

berhubungan, yaitu kepemimpinan digital, 

tata kelola digital, manajemen perubahan 

dan budaya organisasi, adopsi teknologi dan 

kesiapan sumber daya manusia, keadilan 

pendidikan, serta partisipasi pemangku 

kepentingan.

Bagaimana hubungan antardimensi 

transformasi kebijakan pendidikan di 

era digital dapat disintesis menjadi suatu 

kerangka konseptual yang 

komprehensif?

Berdasarkan sintesis seluruh 

penelitian terdahulu, hubungan 

antardimensi transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital dapat dijelaskan 

melalui suatu kerangka konseptual yang 

terdiri atas level makro, meso, dan mikro 

yang saling berinteraksi, dengan 

kepemimpinan digital dan budaya 

organisasi berperan sebagai penghubung 

utama antara kebijakan dan implementasi 

transformasi pada tingkat organisasi 

pendidikan. (Williamson, 2016), (Yang & 

Fan, 2019), (Tierens et al., 2024), 

(Piromalli, 2023), (Sobrinho et al., 2023), 

(Saura et al., 2024), serta (Sideri et al., 

2019) menunjukkan bahwa digital 

governance membentuk arah kebijakan 

melalui pemanfaatan data digital, artificial 

intelligence, learning analytics, dan 

mekanisme partisipasi berbasis teknologi. 

Dengan demikian, tata kelola digital 

berfungsi sebagai kerangka yang 
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mengarahkan proses perumusan, 

implementasi, dan evaluasi kebijakan 

pendidikan di era digital.

Pada level meso, kepemimpinan 

digital berperan sebagai penghubung antara 

kebijakan dan implementasi organisasi. 

(Dasruth & Naicker, 2026), (Harder et al., 

2025), (Ghavifekr & Wong, 2022), (Kafa, 

2025), (Håkansson Lindqvist & Pettersson, 

2019), (Krein, 2023), dan (Baglama et al., 

2022) menunjukkan bahwa pemimpin 

pendidikan menerjemahkan kebijakan 

digital menjadi strategi organisasi, 

pengembangan sumber daya manusia, dan 

inovasi pendidikan. Kepemimpinan digital 

selanjutnya didukung oleh budaya 

organisasi dan manajemen perubahan yang 

memungkinkan implementasi kebijakan 

berlangsung secara efektif (Purnomo et al., 

2024), (Franco et al., 2022), (Tømte & 

Smedsrud, 2023), (Rauseo et al., 2023), 

(Brzyskiewicz et al., 2025). Dengan 

demikian, kepemimpinan digital dan 

budaya organisasi berfungsi sebagai 

mekanisme penggerak transformasi 

kebijakan pendidikan di era digital.

Pada level mikro, adopsi teknologi 

dan kesiapan sumber daya manusia menjadi 

dimensi operasional yang menentukan 

efektivitas implementasi kebijakan. (Li et 

al., 2026), (Shahi & Chaudhary, 2025), 

(Almaiah et al., 2022), (Alshammari et al., 

2025), (Scherer et al., 2019), serta (Barra et 

al., 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan 

transformasi digital dipengaruhi oleh 

literasi digital, kompetensi teknologi, 

dukungan institusional, serta kesiapan 

individu dalam mengadopsi teknologi. 

Dengan demikian, kesiapan sumber daya 

manusia menjadi faktor penentu 

keberhasilan implementasi kebijakan 

pendidikan digital.

Di seluruh level tersebut, keadilan 

pendidikan dan partisipasi pemangku 

kepentingan berfungsi sebagai dimensi 

lintas sistem yang memastikan transformasi 

digital berlangsung secara inklusif dan 

berkelanjutan. (Childs et al., 2023), 

(Kormos & Julio, 2020), (Uygur et al., 

2020), (Baglama et al., 2022) dan (Wilson 

et al., 2023), serta (Sideri et al., 2019) 

menunjukkan bahwa transformasi digital 

harus menjamin pemerataan akses, 

mengurangi kesenjangan digital, 

memperkuat inklusivitas, serta melibatkan 

berbagai aktor pendidikan dalam proses 

pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

transformasi kebijakan pendidikan di era 

digital mengalami pergeseran dari fokus 

pada digitalisasi pembelajaran menuju 

transformasi sistem pendidikan yang lebih 

komprehensif. Berdasarkan sintesis 

terhadap 33 artikel yang memenuhi kriteria 

inklusi, penelitian ini mengidentifikasi 

enam dimensi utama transformasi kebijakan 

pendidikan, yaitu kepemimpinan digital, 

tata kelola digital, manajemen perubahan 

dan budaya organisasi, adopsi teknologi dan 

kesiapan sumber daya manusia, keadilan 

pendidikan, serta partisipasi pemangku 

kepentingan. 

Hasil sintesis juga menghasilkan 

kerangka konseptual yang 

mengintegrasikan keenam dimensi tersebut 

ke dalam tiga level yang saling 

berhubungan, yaitu makro, meso, dan 

mikro. Dengan demikian, transformasi 
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kebijakan pendidikan di era digital dapat 

dipahami sebagai proses multidimensional 

yang melibatkan interaksi antara teknologi, 

manusia, organisasi, dan kebijakan dalam 

satu ekosistem pendidikan digital yang 

terintegrasi.

Kontribusi teoretis penelitian ini 

terletak pada pengembangan kerangka 

konseptual transformasi kebijakan 

pendidikan di era digital yang 

mengintegrasikan enam dimensi utama ke 

dalam tiga level analisis, yaitu makro, 

meso, dan mikro. Kerangka ini memperluas 

perspektif transformasi pendidikan dari 

yang semula berorientasi pada aspek 

teknologi menjadi pendekatan yang lebih 

sistemik dengan menempatkan tata kelola 

digital sebagai fondasi kebijakan, 

kepemimpinan digital dan budaya 

organisasi sebagai penggerak implementasi, 

serta adopsi teknologi dan kesiapan sumber 

daya manusia sebagai level operasional. 

Secara praktis, temuan penelitian ini 

memberikan implikasi bagi pemerintah dan 

institusi pendidikan untuk memperkuat tata 

kelola digital, mengembangkan 

kepemimpinan digital, membangun budaya 

organisasi yang adaptif, meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia, serta 

mendorong partisipasi pemangku 

kepentingan guna mendukung implementasi 

kebijakan pendidikan digital yang lebih 

efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yang perlu diperhatikan. 

Pertama, sumber data hanya berasal dari 

artikel yang terindeks dalam basis data 

Scopus sehingga belum mencakup publikasi 

dari basis data lain. Kedua, proses seleksi, 

ekstraksi, dan sintesis artikel dilakukan oleh 

satu peneliti (single reviewer), sehingga 

masih berpotensi menimbulkan 

subjektivitas meskipun telah mengikuti 

prosedur Systematic Literature Review. 

Ketiga, representasi geografis artikel yang 

direview belum sepenuhnya merata 

sehingga belum mencerminkan seluruh 

konteks sistem pendidikan di berbagai 

negara. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya disarankan untuk: (1) 

melakukan validasi empiris terhadap 

kerangka konseptual yang dihasilkan pada 

berbagai jenjang dan konteks pendidikan; 

(2) memperluas cakupan sumber data 

dengan melibatkan basis data lain serta 

meningkatkan representasi geografis agar 

sintesis menjadi lebih komprehensif; dan 

(3) mengkaji implementasi tata kelola 

digital dan kecerdasan buatan dalam 

pendidikan untuk memperkuat 

pengembangan kebijakan pendidikan digital 

yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
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